Jangan Perjualbelikan Aset Daerah

PURUK CAHU — Tertib dalam pengelolaan aset daerah sebagai antisipasi terjadinya penyimpangan dan
kerugian bagi daerah. Karenanya, ketua DPRD Murung Raya (Mura) Doni mendorong jajaran Pemerintah
Kabupaten (pemkab) setempat untuk tertib aturan terkait aset.

Menurut Doni, aset daerah berupa barang bergerak kendaraan maupun tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan wajib diinventarisasi. Selain untuk memudahkan pengawasan, hal itu juga agar optimalisasi
bisa dilakukan terhadap aset tersebut.

“Berkenaan dengan penertiban aset milik Pemda Mura, tertuang pada rekomendasi BPK agar tidak ada
aset yang diperjualbelikan oleh oknum tertentu.” Terang Doni, Rabu (15/7).

Legislator PDIP ini juga menjelaskan, aset berupa tabah dinilai cukup rawan muncul masalah, seperti
terjadi tumpang tindih maupun diklaim pihak lain. Karenanya diperlukan upaya pengamanan guna
memastikan legalitas kepemilikan tanah tersebut, sehingga memiliki kekuatan secara hukum.

“Jadi kami harapkan dengan adanya pengelolaan aset yang tertib tidak menimbulkan polemik
kedepannya baik itu dari segi hukum maupun dari segi lainnya,” tutup Doni.
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Catatan Berita:

1. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai
batas kewenangannya;

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur.



2. Pada Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik
Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab:

a.
b.
C.

f.
g.

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;

meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan
persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik

Daerah;

mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/
Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan

melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah
Pengguna Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab:

a.

mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;

. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;

melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola
Barang;

mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang
berada dalam penguasaannya; dan

menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna
tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pada Pasal 91 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah bahwa pengawasan dan pengendalian barang milik negara/daerah
dilakukan oleh:

a.
b.

Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi



